DARI MEDIA ’

« Bupati Serahkan LKPD 2017 ke BPK
(Radar Semarang, 30Maret 2018)

Bupati Pekalongan, Asip Kholbihi, menyerahkan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2017, kepada Kepala
Perwakilan BPK Jawa Tengah Hery Subowo, di Gedung BPK Perwakilan
Jawa Tengah, di Semarang Kamis (29/03) kemarin. Bupati Asip mengung-
kapkan bahwa pengelolaan keuangan daerah saat ini masih jauh dari sem-
purna, karena masih butuh arahan dan bimbingan dari BPK sehingga
diharapkan bisa menjadi lebih baik secara kualitas maupun secara kuanti-
tas. Bupati Asip juga mengatakan jika Kabupaten atau Kota mendapatkan
predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK maka daerah tersebut akan
dilirik oleh banyak pihak, terutama investor baik dari dalam dan luar negeri.

« Pemkab Demak Kembali Targetkan Opini WTP
(Wawasan, 3 April 2018)

Berhasil meraih opini WTP dari BPK Rl pada TA 2017 menjadikan Pemkab
Demak berupaya mempertahankan prestasi tersebut. Salah satu caranya
adalah dengan memberikan pembinaan intensif kepada para petugas
pengelola BMD. Lebih lanjut, Wabup Demak, yang menargetkan pada 2018
ini Pemkab Demak juga memperoleh predikat lima daerah terbaik
se-Jateng kaitannya LPPD, juga mengimbau para petugas pengelola
barang milik OPD wajib membuat inventaris data secara terperinci dan
melaksanakan semua rekomendasi atau petunjuk BPKRI

» Pemkab Cilacap Dapat “Warning” BPK
(Radar Banyumas, 4 April 2018)

Pemkab Cilacap tidak mau gegabah menyikapi polemik Bantuan Transpor-
tasi (Bantras) bagi guru sekolah swasta di kabupaten Cilacap yang tidak
diberikan pada 2018. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap mengatakan,
pihaknya sudah mendapatkan warning dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK), yang masih menemukan Bantras kepada guru sekolah swasta di
tahun sebelumnya.
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®
Our fate lives within us, you only

have tobe brave enough to see it..
~Melinda - Brave~
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Salam redaksi,

Hubungan yang baik dengan stakeholder serta terciptanya public awareness merupakan hal yang bisa
diabaikan dalam tumbuh kembang BPK sebagai salah satu lembaga publik. Dalam rangka membangun
hubungan baik dengan stakeholer dan terbangunnya public awareness, pada April kemarin, Kalan
BPK Provinsi Jateng menjadi pembicara dalam acara talkshow di TA TV tentang Pemeriksaan
Keuangan Daerah di wilayah Jateng. Pada bulan yang sama BPK Perwakilan Provinsi Jateng juga
menerima kunjungan studi mahasiswa FEB Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga serta
Menyerahkan LHP atas Pertanggunjawaban Bantuan Keuangan Parpol Tahun 2017. Semoga BPK
semakin mampu mengemban amanah dan memenuhi harapan masyarakat, demi terciptanya

Indonesia yang maju, transparan, dan akuntabel

BPK Perwakilan Provinsi Jateng Terima Kunjungan Studi Mahasiswa FEB
UKSW Salatiga

A S— _ Senin (16/04) kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Jateng meneri-

T ma Kkunjungan 92 mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis
l B (FEB) Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga. Tiba
di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jateng sekira pukul 09.00
WIB, rombongan mahasiswa FEB UKSW diterima oleh Kepala
Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng, Hery Subowo, dan
Kepala Subbagian Humas, Athur Saragi. Dalam kunjungannya,
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mahasiswa FEB dari berbagai angkatan ini didampingi oleh

Endah Retno Palupi, Mita Cahyani, Dista Andika Bhayangkari

Alamat Redaksi : JI. Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang, Tlp. 024-8660825, Email : humasbpksmg@gmail.com
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Kalan BPK Provinsi Jateng dan Kasubaud Jateng Il Menjadi Narasumber Talkshow $§nz3$r7ahan LHP atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
di TATV

Selama April kemarin, BPK Perwakilan Provinsi Jateng menyerahkan 330 Laporan Hasil
: Pemeriksaan (LHP) atas Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Parpol) TA
2017 di wilayah Jawa Tengah. Laporan hasil pemeriksaan tersebut diserahkan BPK kepada
Ketua DPRD dan Kepala Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di masing-masing
pemerintah daerah di wilayah Jateng. Rangkaian penyerahan LHP atas Pertanggungjawaban
Bantuan Keuangan Parpol tersebut dilaksanakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 18 April
s.d. 20 April.
Penyerahan LHP tersebut dilakukan setelah BPK Perwakilan Provinsi Jateng melakukan
pemeriksaan terhadap 330 laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bantuan Keuangan kepada
Parpol di wilayah Jawa Tengah untuk tahun anggaran 2017. Pemeriksaan BPK dilakukan
berdasarkan fraksi-fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di mas-
ing-masing pemerintah daerah yang ada di wilayahJateng.
Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK RI Perwakilan Provinsi Jateng menemu-
" Perwakilan Provinsi Jateng dalam Meningkatkan Kuali- kan bahwa c_iari 330 LPJ yang ada, sebanyak 73 !_PJ telah sesuai kriteria pengunaan dan
: S " pertanggungjawaban bantuan keuangan. Adapun sisanya, sebanyak 257 LPJ, mendapatkan
tas Pemeriksaan Keuangan di Wl[ayah Jéwa Tengah” kesimpulan sesuai dengan kriteria dengan pengecualian pada hal-hal tertentu.
Dalam acara tersebut, Kalan BPK Provinsi Jateng dan BPK masih menemukan adanya nilai pertanggungjawaban Parpol yang belum sama nilainya
Kasubaud Jateng Il menjelaskan mengenai tugas dan fungsi BPK sebagai lembaga negara, visi dan misi serta  dengan jumlah bantuan yang telah diterima. Selain itu, masih ditemukan adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak leng-
peran BPK, khususnya dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel di wilayah Jawa  kap, tidak sah, tidak sesuai peruntukan, salah klasifikasi, atau melebihi standar harga. Disamping dari sisi pertanggungjawa-

Tengah. Kedua narasumber talkshow juga menjelaskan tentang objek pemeriksaan BPK, hasil dari pemeriksaan  Pan, masih terdapat Parpol yang menyampaikan LPJ tidak sesuai format Permendagri.
BPK, serta hambatan yang seringkali dihadapi oleh BPK dalam melakukan pemeriksaan BerdasarkanUU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, partai politik (Parpol)

Acara' talkshow ini disiarkan dengan format live. Ma.f;yarakat dan penonton TATV diberi kesempatan untuk berint- ;n;;ndaanngaiﬁg;\?tjinnr:g%y;riﬁz?annLsggslnt::gszfgiir;?fhwkg28};852‘;)S;,a; 52;;?3“2?3&?;?33&2?: ffi)ng hersumwer
eraksi langsung dengan para narasumber melalui saluran telepon. Selama berlangsungnya acara, beberapa

penelepon menyampaikan pertanyaan kepada narasumber, misalnya tentang bagaimana BPK menjaga agar tidak
terjadi KKN antara auditor dengan auditee, dengan siapa saja BPK bersinergi untuk meningkatkan kualitas pemer-
iksaan, dan sejauh mana BPK Perwakilan Jawa Tengah menggunakan teknologi informasi dalam mendukung
pelaksanaan pemeriksaan.

Selain untuk menjalin hubungan baik antara BPK dengan media massa, khususnya media elektronik, talkshow di
TATV Surakarta tersebut juga dilakukan agar masyarakat semakin mengenal BPK. Dengan talkshow ini, diharap-
kan nantinya masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi BPK, semakin mendukung peran BPK, serta ber-
peran aktif dalam mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan pemerintah yang akuntabel dan trasn-
paran.(¥)

w e Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Provinsi Jateng Hery
U f‘?“_’; Subowo menjadi narasumber dalam Program Talk-
H 9 show di TATV Surakarta. Acara talkshow bertajuk
N %"f';.g “Relasi Publik” tersebut disiarkan pada Kamis (19/04)
.46,'5 kemarin, sekira pukul 16.30 WIB. Mendampingi Kalan
Ca ""','i BPK Provinsi Jateng, Hery Subowo, sebagai narasum-
' " ber, hadir dalam acara tersebut Kepala Sub-Auditorat
& (Kasubaud) Jawa Tengah Il, Emmy Mutiarini. Pada kes-
Y empatan kali ini, talkshow dipandu oleh Yunita, salah
' seorang presenter TATV

: Talkshow itu sendiri mengambil tema “Agenda BPK
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